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BUPATIKAUR 
PROVINS! BENGKULU 

PERATURANBUPATIKAUR 
NOMOR: /!$ TAHUN 2019 

TENTANG 

STANDAR BIAVA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2020 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAUR 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KAUR, 

bahwa untuk tertib administrasi guna menjamin kelancaran 
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun 
Operasional, untuk menjamin keseragaman biaya dalam 
penyusunan anggaran dan efisiensi dalam pelaksanaannya, maka 
dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar 
Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 di Lingkungan Pemerintah 
Daerah Kabupaten Kaur; 

l. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan 
Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2828); 

2. Undru1g-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan 
Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten 
Katir di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4266); 

3 . Undang-Undru1g Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negru·a Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5 , Tamba han Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengeiolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara [Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 



. ' 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan an tara Pemerintah Pusat dan Pemerin tah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 , 
Tambaha n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerin tahan 
Daera h (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 20 15 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahu n 2014 
tentang Pemerintaha n Daera h (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

8 . Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 
4 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4090); 

9 . Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah 
Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4577) ; 

10 . Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ten tang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5 165); 

12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahu n 2010 tentang Pengadaan 
Barang/J asa Pemerintah sebagaiman a terakhir telah d iubah 
dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 20 15 tentang 
Perubahan Kedua a tas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 
2010 ten tang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah; 

13. Peraturan Menteri Dala m Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengeloiaan Keuangan Daerah sebagaima na telah 
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
2 1 Tahun 201 1 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahu n 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daera h; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tenta ng 
Pedoman Pemberia n Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber 
Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 
telah d iubah terakhir dengan Peraturan Menteri Da lam Negeri 
Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas 
Pera tu ra n Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 201 1 tentang 
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber 
Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 



Menetapkan 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang 
Penerapan Standar Akuntansi Pemerin tahan Serbasis Akru al 
pada Pemerintah Daerah (Serita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2013 Nomor 1425); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran, Pendapatan dan Selanja 
Daerah (APSD) Tahun Anggaran 2020 (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 655); 

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/ PMK.02/20 19 tentang 
Standar Siaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 5 Tahun 2015 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2015 Nomor 2 12); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 
20 16 Nomor 237); 

MEMUTUSKAN : 

: PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAVA MASUKAN 
TAHUN ANGGARAN 2020 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 
DAERAH KABUPATEN KAUR. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan S upati ini, yang dimaksud dengan: 

1. Kabu paten adalah Kabupaten Kaur. 

2. Pemerintah Daerah adalah Supa ti Kaur, dan Perangkat daerah sebagai unsur 
penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Kaur. 

3. Kepala Daerah adalah Supati Kaur. 

4 . Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Supa ti Kaur. 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya d isingkat DPRD atau 
sebutan la in adalah lembaga penvakilan rakyat daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

6. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Daerah 
Kabupaten Kaur yang mempunyai kewenangan menyelenggarakan 
keseluruhan Pengelolaan Keu angan Daerah. 

7 . Wakil Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Daerah adalah Wakil S upati 
Kabupaten Kaur yang mempunyai kewenangan menyelenggarakan 
keseluru han Pengelolaan Keuangan Daerah . 

8 . Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanju tnya disingkat PPKD adalah 
kepala satuan kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas 
melaksanakan Pengelolaan APSD dan bertindak sebagai Bendahara Umum 
Daerah . 



9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya d isingkat BUD adalah PPKD yang 
bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah. 

10. Kuasa BUD adalah pejabat yang d iberi kuasa untuk melaksanakan tugas 
Bendahara Umum Daera h 

11. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ka u r , sebagai 
Koordina tor Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Kaur 

12. Asisten adala h Asisten pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kaur. 

13. Staf Ahli adalah Staf Ahli Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur. 

14. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakya t Daerah Adalah Sekretaris Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaur. 

15. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah 
Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran /Barang pada Pemerin tah 
Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD. 

16 . Keuangan Daerah adalah semua Hak dan Kewajiban Daerah dalam rangka 
penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk 
didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan 
kewajiban daerah. 

17. Pengelola Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 
perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungja waban, 
dan Pengawasan Keuangan Daerah. 

18. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya d isingkat TAPD adalah tim 
yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris 
Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan 
Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari 
Pejabat Perencana Daerah, PPKD da n pejabat lainnya sesuai dengan 
kebutuhan. 

19. Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat pemegang 
kewen angan Penggunaan Anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan 
fungsi OPD yang dipimpinnya. 

20. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya d isingkat KPA adalah Pejabat 
yang diberi kuasa untuk melaksanakan seluru h atau sebagian kewenangan 
Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas da n fungsi OPD. 

21. Pejabat Pembuat Komitmen, yang selanjutnya dis ingkat PPK adalah pejaba t 
yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa. 

22. Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD, yang selanjutnya disingkat PPK-OPD 
adalah pejabat yang melaksanakan fu ngsi tata usaha keuangan pada OPD . 

23. Pejabat Pela ksana Teknis Kegiatan, yang selanjutnya disingkat PPTK adalah 
Pejabat pada unit kerja OPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan 
da ri suatu program sesuai dengan bidang tugasnya. 

24. Benda.hara Penerimaan adalah pejabat yang d itunjuk untuk menerima, 
menyimpan, menyetorkan, mena tausahakan dan mempertanggungjawabkan 
uang pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada OPD. 

25. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditu njuk untuk menerima, 
menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan 
uang untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada 
OPD. 

26. Narasumber adalah seseorang yang terkait dengan rangkaian kegiatan 
mengenai suatu ha! untuk dimintai keterangan, pendapat ataupun penjelasan 
maupun pemberian materi sesuai dengan keahliannya. 



27. Instruktur adalah seseorang yang bertugas memberikan pelatihan, pembinaan 
dan pengarahan terhadap peserta. 

28. Non Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat non PNS adalah personil 
yang terdiri dari tenaga kontrak di lingkungan Pemerintah daerah yang 
diangkat berdasarkan Keputusan Bupa ti atau Keputusan Kepala OPD, 
meliputi Staf Khusus, Tenaga Ahli, Dokter dan Bidan PTT, Kepala Desa, 
Perangkat Desa, Anggota BPD dan LPMD dan sebagainya. 

29. Tenaga Harian Lepas, yang selanjutnya disingkat THL adalah personil yang 
terdiri dari tenaga kontrak di lingkungan Pemerintah daerah yang diangkat 
berdasarkan Keputusan Bupati atau Keputusan Kepala OPD meliputi THL 
Kebersihan, THL Keamanan Kantor, THL Administrasi Kantor, THL 
Pembuangan Sampah Kantor dan atau masyarakat, THL Pengurus 
Kebun/Taman dan sebagainya. 

30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 
adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan 
disetujui bersama oleh Pemerintahan Daerah dan DPRD, ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah. 

3 1. Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan 
Pengadaan Langsung. 

32. Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, yang selanjutnya disingkat PPHP 
adalah Pejabat/ panitia yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas menilai, 
memeriksa dan menerima hasil pekerjaan termasuk pekerjaan swakelola. 

Pasal 2 

Standar Biaya Masukan di Kabupaten Kaur merupakan satuan biaya berupa harga 
satuan, tarif, dan indeks yang d itetapkan untuk menghasilkan biaya komponen 
keluaran dalam penyusunan Rencana Kerja Anggara.n Organisasi Perangka t Daerah 
di Kabupaten Kaur. 

Pasal 3 

Standar Biaya Masukan berfungsi sebagai : 

a. batas tertinggi; at.au 
b. estimasi 

Pasal 4 

Penerapan Standar Biaya Masukan di Kabupaten Kaur sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan 
berdasarkan kemampuan keuangan daerah. 

BAB II 
RUANG LINGKUP 

Pasal 5 

Standar biaya masukan yang d iatur dalam Peraturan Bupa ti ini, Meliputi : 

Lampiran I Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku 
Bendahara Umu m Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah 
Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020. 



Lampiran II 

Lampiran III 

Lampiran IV 

Lampiran V 

Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan OPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020. 

Honorarium Tertinggi Panitia Pcngadaan Barang/ Jasa dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Konstru ksi Maupun Non Konstruksi, dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/ J asa di lingku ngan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur . 
Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020. 
Honorarium Ter tinggi Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri, Honorarium Kegiatan-Kegiatan OPD, Satuan Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas, Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor dan Biaya Bantuan Beasiswa di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur. 

BAB III 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 6 
(1) Maksud d itetapkannya Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai pedoman penetapan biaya-biaya yang bersifat umum dan berlaku sama pada setiap OPD d i lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun Anggaran 2020. 
(2) Standar Biaya Masukan yang berfungsi sebagai batas tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, tercantu m pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
(3) Tujuan Standar Biaya Masuka n sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah agar dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran dapat dilaksanakan lebih selektif, efis ien, akuntabel dan memenuhi azas kepatuhan dan kewajaran. 

BAB IV 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 7 
(1) Standar Biaya Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
(2) Peraturan Bupati ini dijadikan pcdoman dalam pen)'l.lSUnan Rencana Kerja Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur dan dapat ditinjau kembali setiap tahun. 
(3) Dalam hal Standar Biaya Masukan yang nominaalnya melebihi dari Standar Biaya Masukan yang ditctapkan pada peraturan ini, dan atau berdasarkan perhitungan serta analisa dianggap perlu perlakuan khusu s dan belum tercantum dalam Pera turan Standar Biaya Masukan, maka dapat ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Daerah dengan menca ntumkan besaran nominalnya . 



BABV 
PENUTUP 

Pasal 8 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Kaur 

Diundangkan di Bintu han 
pada tanggal 31 -Pe5tmbtf' 
SEKRETARIS DAERAH 
KABUP EN KAUR, 

H. NANDAR UNADI 

Ditetapkan di Bintuhan pada tanggal 3D -pe-,e:mb£,r 2019 

,11 BUPATI KAUR,i 

' 

SERITA DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2019 NOMOR: r!DI 
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Lampi.ran HI Pcraturan Bupati Kaur 
Nomo,· : 11:,- Tahun 2019 
T1tnggal : 3o Descmber 2019 
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b. Sekretan• OP 540.000 750.000 920.000 l ,170.000 I 430000 1.680.000 2 .020.000 2.350.000 2 .490.000 2 .680.000 3 ,480-000 3630.000 3 890,000 4 040.000 S.460.000 

C A n111N1t3 OP 450 .000 650 .000 720.000 980.000 1.010.000 1.380.000 1.500.000 1.750.000 1,900 .000 2 .030.000 3.080.000 3.230.000 3,490.000 3.840.000 5 .460.000 

2 l'aAtta p.,QJad.au Buan& dan Rc)om.pok KerJ• Unit Laya nan a.n 
P-eagadaa.n (Non Ko.11•tru.bl) 
..'I . K~ tuft OP 760.000 760.000 920.000 1. M 0.000 1.370.000 1.600.000 1.910.000 l .210.000 2.520.000 2.820.000 3,230.000 3 .6"0.000 4 .040.000 4.◄ 50.000 s .010.000 

b . Sekrctanl OP 600.000 680.000 780.000 920.000 l.0'20.000 I. 150.000 1.260 000 1800000 2 .010.000 2.2 10.000 2 .520.000 3.090.000 3 200 000 3 .600.000 4 .060,mvi 

C ,\n Ola OP 4 50 .000 520.000 620.000 680.000 780.000 920.000 1.010.000 1.150.000 1.3 10.000 1.850.000 2.010.000 2 .200.000 2. :,-10,000 3.0~0.000 3.810.000 

3 PH1ita Picui11da•n J u u dain 
K•lompolt Kerj:a Unit t.-.7ana.n• n. 
P• -"'"""d.1t.an INo.o Kon•truJu.i) 
a. Ketua OP •S0.000 600.000 7 20.000 910.000 I 090.000 1.270.000 1.510.000 1.7 50.000 1.990.000 2 230 000 2 560000 2 .880.000 3.200.000 3 .520.000 3 .%0.000 

b. Sekretarl!l OP 3 10 .000 480.000 580 000 760 ,000 9 IO.OOO 980.000 1.090 .000 1.200.000 1.310.000 l.5 l0.000 1.660.000 l.990.000 2.230 .000 2,a410.000 3 .0 10,000 

c. Ang11:ota 01' 280.000 300.000 3 30.000 410.000 590.000 640.000 810.000 980.000 1.090.000 1.230.000 1.360.000 1.5 10.000 1.700.000 1.910.000 2.2()0.000 
• Panit• Pent1rim• Hull 

Pebria.an/Pc--adaa.o 
3, Ketun OP 420.000 520.000 620.000 T/0.000 910.000 1.060.000 1.260.000 1.4 50.000 1.650.000 1.840.000 2.100.000 2.370 .000 2.630.000 2 .890.000 3 .250.000 

b. SekJ'etari• OP 370.000 470.000 570.000 720.000 8 10.000 980.000 1. 110 .000 1.200.000 1.380.000 I 490,000 1.650.000 UI00.000 2. 180.000 2.340.000 2 .560.000 

c. An .. OP 220.000 320.000 420.000 580.000 620.000 760.000 860.000 980.000 1.050.000 1.240.000 1.3 10.000 1.470.000 1.6-30.000 1.890.000 2. 150.000 
Ca t o·tan 
• b<myakJ1ya kepo.nleiaa,i disesuaikan dengan Kebutuhan 

_;;;;;;;::-
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WO URAIAX SATIJAII 
... IOOJt 100 Jt-2C,0 Jt 'ZSOJt- IOOJI 

t !~gurus 0Af8.llA 08 250.000 280.000 3()0.000 
2 Stal PcnJ!,\1rus OArang 00 150.000 180.000 210,000 

HONORARIUM PENGURUS BARANG Ml LIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAUR TAHU!f ANGOARAN 2020 

PAOU DAIL\ 
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3'!0.000 380,000 410.000 •'80.000 5 10.000 580000 610.000 230.000 250.000 2'!0.000 3 10.000 350.000 330000 420.000 

75 M•lOO II 10011·~ 
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Lampiran V Peraturan Bupati Kaur 
Nomor Tahun 2019 
Tanggal : Deserober 2019 

HONORARIUM TERTINGOI APARATUR SIPIL NEGARA DAN NON APARATUR SIPIL NEGARA, 
HONORARIUM KEGIATAN-KEGIATAN OPD, SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL 

KENDARAAN DINAS, SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR DAN BIAYA BANTUAN BEASISWA 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAUR 

TAHUN ANGGARAN 2020 

JABATAN DALAM KEGIATAN SATUAN 
Standar Biaya 
Tertinggl (Rp) 

0 3 A 

Honorarium Penelitian/Perekayasaan 
· Peneliti/Perekayasaan Utama (Maksimum 4 j am/hari) OJ 60.000 

• Penelit.i/Perekayasaan Madya (Maksimum 4 jam/hari) OJ 50.000 

- Peneliti/ Perekayasaan Muda (Maksimum 4 jam/hari) OJ 40.000 

- Pe.nelih/Perekayasaan Percama (Maksimmn 4 jam/ hari) OJ 35.000 

- Pe.neliti/ Perekayasaan {Non Fungsional Pene.liti) OJ 30.000 

- Pembantt1 Pcneliti/ Pe.rekayasaan O,J 25.000 

• Koordinator Peneliti/Perekayasaan OB 420.000 

- Sckretarim Peneliti/ Perekayasaan OB 300.000 

- Pengolah Data 
Penelitian/ 1.540.000 

Perek;.)uasaan 

- Petugas Sut'vey urg/ r<esponoen 8.000 

- Pembantu Lapangan OH 80.000 

Honorarium Narasumber /Tenaga 
Ahli/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia •. , Honorariu1n Nnrasumber / Pembahas: 

• Pejabat Eselon II/yang disetarakan OJ 1.000.000 

. Pejabat Eselon 111 ke bawah /yang disotaraka.n OJ 900.000 

- Honorarium Jasa Tenaga Ahli OJ 800.000 

- Honorarium Moderator Orang/ Kali 500.000 

• Honorarium Pembawa Acara Orru1g/ Kali 400.000 

2,.2 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 
Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah 
- Pengarah OB 1.500.000 
- Penanggung J awab OB 1.250.000 
- Koordina.tor· OB 1.100.000 

• Ketua OB 1.000.000 

- Wokil Kecua OB 900.000 
- Sekretaris OB 800.000 
• Anggota OB 750.000 
Yang Ditetapkan Oleh Pengguna Anggara.n 
· Pcngarah OB 550.000 
• Penanggung Jawab OB 500.000 
- Koordinatot OB 450.000 
- Ketua OB 400.000 
• Waltil Ketua OB 350.000 
- Se.kretru-is OB 300.000 
- Anggota 08 250.000 

Honorarium Tenaga Harlan Lepas : 
- Satpam/Jaga Malam da11 Pengemudi/ Sopir OB 700.000 
· Sopir Bus Sekolah Roda Empat OB 800.000 
- Sopir Bus Sekolah Roda Enan1 OB 1.000.000 
· Petugas Kebersihan OB 700.000 
- Petugas Ad.ministrasi OB 700.000 
- L,:teanmg .::,e.rv1ce/ :::ital ~eJcretanat 0 upau1 vv i':l.r..11 tmpau OB 1.500.000 
- v 1eamng .::,ervIce I-<u mall umas tsu patt/ waKU Hupat1 OB 1.500.000 
-1'"JU<fan \ '" !'Yo , t~on n-c~ aai1 YJ~;::; 1.,,,.-unny,;,.,, J vop1r 
Bupati/ Wakil Bupati OB 2.500.000 
-~olfamwan OK 400.000 

Honorarium Penyuluh Non Pegawai Negerl Sipll : 
· SLTA OB 2.100.000 
· Sarjana Muda 0 8 2.400.000 
• Sarjana OB 2.600.000 
• Master (S.2) OB 2.800.000 

Honorarium J.lffl t"enyusunan----;Jurn et1n, 1uaJa1an1 renge101a 
Website 

••• IHonorariu.m Tim Penyu$unan Jurnal 
I• Penanggungiawab Oter 500.000 

KET 

5 



. SATUAN 
Standa.r Blaya KET 

NO JABATAN I>ALAM KEGIATAN Tertinggl (Rp) 
4 5 

l 2 3 

· Redal..-.:ur O te r 400 .000 

- Penyunting/ Editor Oter 300.000 

- Desain Grafis & Fotografor Oter 18 0 .000 

- Sek.re tariat Oter 150.000 

- Pembuat Artikel Halaman 200.000 

••• Honorarium Tim Penyusunan Buletin/ Majalah 

- Penanggungja.wa.b Oter 400.000 

• Redaktur Otcr 300.000 

- Penyunting/Editor Qt.er 250.000 

- Desain Orafis dan r'otograrer Oter 180 .000 

- Sekretaria t Oter 150.000 

- Pembuat Artikcl Halaman 100.000 

5,3 Honorarium Tim Pengclola Website 
- Penanggungjawab OB 500.000 

- Redal..-.:ur OR 450.000 

• Editor OB 400.000 

- Web Admin uB 350.000 

- Web Developer OB 300.000 

- Pembuat Artikel Ho.laman 100.000 

" onorarium .Penye1enggara UJ1an dan Vau1.si •. , Tingkat Pendidika.n I>asar 
- Penyusun/Pcmbuat.on Bahan Ujian NaSKa.11, 1~e1~aran 150.000 

- Pengawas Ujian OH 240.000 

- Pemeriksa Hasil Ujion Siswa/ Mata Ujian 5 .000 

••• Tingka.t Pendldlkan Menenga.h 
- Penyu $un/ Pembuatan Bahan Ujian ~asKaJi.1 '"euiJaran 190.000 

- Pengawa.s Uj ian OH 270.000 

- Pemeriksa Hasil Uj ian Siswa / Mata Ujian 7 .500 

••• Tingkat Pendldlkan Tinggi 
- Pcnyusun/Pembuata11 Bahan Ujian N aSKfUlt I eHlJaran 250.000 

- Pengawas Ujian OH 290.000 

- PemeriksA Hasil Ujian Mahasiswa/ Mata Ujian 10 .000 

7 Sattian Biaya Pemeliharaan Clan Operasional Kendaraan Dina!t 

7 .1 Biaya Pemeliharaan dan Opera$ional Kendaraan Dinas Pcjabat 

- Kcndaraan Pej abat Negara Unit /T'ahun 38.880.000 
- Kendaraan Pej abat Esclon I Unit/T;J rnn 36.090.000 
- Kendaraan Pejabac Eselon 11 Un it/Tahun 29.430.000 

1ts1aya t'eme11nara.an aan (,)peras1on..u Kenaruaan upcras1ona1 
7,2 Kantor 

- Kendaraan Roda 6 Unit/Tahtm 2 1. 110.000 
- Kendar .:i.an Operas1onal Lapangan (Double Gardan) Unit/Tahu n 3 4.1 10.000 
- Kendaraan Roda Empat Unit/Tahun 25.540.000 
- Kcndaraan Roda Dua Unit/'J'ahtm 3.480.000 
• Kendararu1 Pat roli Jalan Raya Roda Empat Unit/Tehun 42.080.000 
- l\.enuaraan r al ro11 ........ an l-i:aya Roda Uua (sam pai Uengan ..:::ov 

17.930.000 cc) Unit/To,hu n 

- " enaaraan r-au·ou ~,aian 1-<aya r<ooa u ua lmes1n t Ju cc amu 
Unit/ Tahun lebih) 36.130.000 

8 Biaya Pem cllharaan Sarana Kantor 
- mvenl-«.I s h.atH◊I' Pcgawai/Tahun 80 .000 
- t'crsomu ve>mputer, '"otet,ook unit/ tahtm 730.000 
- i--nn te.r ur1it/tahun 690.000 
- AC Spllt unit/tahun 610.000 
- u enset reow .KecH oan ~u kva unit/ rn.hun 7 .190.000 
- u enset , ::, ,... va unit/tahun 8.6 40.000 
- u enset 1 uu Kva unit/ tahun 10.150.000 
- u enset t :.t~ k.va unit/ rn.hun 10.780.000 
- uenset J.vv r..va unit/tahun 13 .260.000 

9 Biaya Bantuan Beasiswa Program Gelar /Non Gelar dalam Negeri 

9 . 1 ri ognun v 1p1oma J.w ctan LJ1ploma IV, :';)U ata l 
1c 1aya t11aup aan tnaya uperas1onru 
• utploma J oan u 1plon1A ... OT 16.070.000 
- u 1p1oma JV <1an ~trat.a 1 OT 17.010.000 

1u ang tml\.u aa.n r<:e1ere11s1 
- u 1p1oma 1 OT 1.330.000 
- Diploma Ill OT 1.590 .000 
- v1p1oma Iv c1an ~trau\ 1 OT 1.850.000 

••• n ograru ~tra ta 11 / Sp- l ttan !':>trata 111/sp-~ 
01.aya t11m1p oan t:11aya vpcras1ona1 
- :;tra ta u ctan ::spcs 1a11s l OT 20.690.000 
- v tra ta 1.11 a an ::spes1aus ".I. OT 2 1.320.000 



. ' 
NO JABATAN DALAM KEGIATAN SATUAN Standar Biaya 

KET Tertlnggi (Rp) 
l ~ 

3 • s uang tsUKu aan r;.c,e.re.ns1 
- ;:strata II uan ;::;,pes1a11s 1 OT 2.120.000 
- vw ata u , aa.n -:,pes1aus :t 01' 2.380.000 

10 Operasional Sekolah Berasrama 
10. 1 Honorarium PNS Lainnya 

- Kepala Sekolah OB 3.000.000 
- Tenaga Kesehatan OB 1.000.000 
- Tenaga Pengasuh OB 1.000.000 
Honorariu m Non PNS Lainrlya 

- Kepala Asrama OB 3.800.000 
- \Vakil Kepala Asra.ma OB 2.800.000 
- Pembimbing OB 1.800.000 
- Tenaga/Juru Masak OB 1.500.000 
- Tenaga Kebersihan dan Ta.man OB 1.300.000 
- Tenaga Kea.ma.nan OB 1.300.000 
- Tulrang Kebun OB 1.300.000 
- Tenaga Pcndictik Tidak Tetap OB 1.000.000 

10.i Operasional SD,SMP PKLK DIKDAS 
Honorarium PNS Lainnya 

• Kepala Sekolah SMP 
Honor..-u-ium Non PNS Lainnya 

OB 3.000.000 

- Kepala Asra.ma OB 3.500.000 
- Wakil Kcpala Asrama. OB 2.500.000 
- Pembimbing OB 2.000.000 
• Tenaga Pendidik Tidak Tetap OB 1.000.000 
- Tenaga Administrasi OB 1.000.000 
• Tenaga/ J uru Masak OB 1.500.000 
- Tenaga Kebersihan OB 1.000.000 
- Tenaga Keamanan OB 1.000.000 
- Tukang Kebun OB 1.000.000 

ll Peningkata.n pelayanan kesehatan (Puskesmas) 
11.1 Honorarium PNS Lainnya. 

· PKM Nasal OH 100.000 
· PKM Bintuhan OH 100.000 
• PKM Tanjung Kemuning OH 100.000 
- PKM Padang Ouci OH 100.000 
- Dolcter Urnum OB 3.000.000 
- ,,pole.Ker OB 1.500.000 
- Yengeto,a. 200.000 

12 Pelayanan Kesehatan RSUD 
12.1 Honorarium PNS lainnya 

- Dokter Umum OB 4.500.000 
- Kepala Poliklinik OB 750.000 
. Kepala !GD OB 750.000 
- Kepala lntalasi Gizi OB 750.000 
- Kepa.la Loundry OB 750.000 
- Kepala Apotek OB 750.000 
• Kepala Reka.m Medik OB 750.000 
• Kepala Sterilisator OB 750.000 
- Kepala Perinatal OB 750.000 
. Kepala VK OB 750.000 
- Kepala !RNA Dalam OB 750.000 
· Kepala !RNA Bedah OB 750.000 
. Kepala !RNA Anak OB 750.000 
- Kepala VIP OB 750.000 
- Kepala. ICU OB 750.000 
- Kepala Ruangan OK OB 750.000 
- Kepa.Ja. Insta.lasi Rawat Jal.in OB 75().000 
- Cl Rumah Sakit OB 750.000 
- Asisten Apoteker OB 600.0()() 
- Perawat ICU OB 600.000 
- Perawat OK OB 600.000 
- Pe.tugas Labora.torium OB 600.000 
- Kepa.la Laboratorituu OB 1.000.000 
- Kepala Unit Trans(usi Da.rah OB 1.000.000 



-N~I JABATAN DALAM KEGIATAN SATUAN 
Standar Blaya KET 
Tertlnggi (Rp) 

I 2 3 • 5 

- Kepw.a v nu t<acuoIog1 OB L000.000 

- ApoteKer OB 2.000.000 

- t-'enanggung vawao ApoteKer OB 2.500.000 

- TeKn JSl c.,1e1ctrome(t1.K OB 2.500.000 

- ."'!..11astcs1 OB 2.500.000 

- Kepmn u-..,~r,, r..e..,1 .... antu l OB 750.000 

- Kas1r OB 750.000 

· l enaga Tiv 1'f l"CUffidll .:>9.Klt OB L000.000 

- Petugas Ka..uo1og1 OB 600.000 

- ·1·enaga J-'arameu1s (ts1C1an/ l"erawatJ OB 350.000 

- t'etugas ::>1sruLe OB 750.000 

- PeTugas n.,,.:, vn nne, SH<S Clan w ,u OB 700.000 

- Petugas , t;.-t<e.nggar, e -----rvfonev OB 700.000 

.... "lonorn.rmm NOfl r h o 1.,ainnya 
- lJoKter umum OB 2.500.000 

- LJOKLt:1' 1n censn1p OB 1.000.000 

- Petugas-i:::aboratonum OB 700.000 

- t'etugas Tn:ms1us1 uaran OB 700.000 

• 1·etugas 1<awo1og1 OB 700.000 

- Petugasl nsu:.uas11...riz.1 OB 700.000 

- Petugas L-Ounury OB 700.000 

- t"etugas ApoLeK OB 700 .000 

- t-'et.ugas xeKam tv1ec .. m OB 700.00() 

- Tenaga l\.esung ur'AU OB 700.000 

- J-'etugas 1 1 , OB 700.000 

- Petugas J.J,eA,_romecnK OB 1.800.000 

12.3 tse.tanJa Jasa. 1 e.naga tum, ,ns trul<.lUTt 1'fa.rasumoer 
peianJaJasa -1 enaga J"Uul 

- L>o7<tel' SpeSlc,.u.S 1-mak OB 30.000.000 

· VOI<ter ::spes1aus J-'enya.K.Jt u c.urun OB 30,000.000 

- Doh.~er---Spes1a.usKD.11aungan OB 30.000.000 

- u okter Spes1aus oedah OB 30.000.000 

- u 0Jdcr---Spes1ru1s M 1astes1 OB 30.000.000 

- u 0Kter---Spe.sIl"UIS t-'ato1og1 n..ilruK OB 20.000.000 

- l>OKt Cf SpeSlu.uS tjCun.11 I u1flllg {UrtrfopeatJ OB 15.000.000 

. UOKter spesIwIs 1<ad.101og1 OB 20.000.000 

• uokter 1<es 1aen OB 10.000.000 

12.4 uenyechaan Jasa 11.:eocrsman kantor 
1:1elanJa Jasa I erIaga Hanan Lepas 
- Jasa Kefiersman Ma.Hun OB 1.000.000 

• Jasa kebersman ~1ang OB 1.000.000 
- Jasa ~upennsor OB 1.500.000 
- 1uxang r otong Kumput OB 1.000.000 

- .Jasa 1Ukang JUT OB 1.000.000 
- uperator \..renset OB 1.500.000 

13 PenunJang Pemberangkatan Jemaah Hajl 
celanJa-Jasa I ransportasI 
- tsus Penumpang lt'u,ang Pergi) Paket 60.000.000 
- 1 ru~ tsa.rang fl as tsesar Jama nnJ Yt.uang r-erg1 Paket 8.000.000 

- J asa Yanggu1 1rtuang t-'erg1J Bu ah 50.000 
• Jasa Troly tr u,ang t'ergu Buah 20.000 
- 1::SeJanJa Jasa 1 ransporcas1 1 un ~ nibarkasl OH 1.000.000 

- Ye.ngawa1an Kepous1an Paket 10.000.000 

- Pengawalan Satpol PP/Perhubungan Paket 4.000.000 

- Biaya TPHD Baru Orang 25.100.000 

- Narasumoer 1 .. , anasm t1aJ1 OJ 300.000 

14 Penlngkatan Kualltas dan Kesejahteraan Guru Ngaji dan 
Pengurus Masjid 
14.i yengunlS MtlSJlO Ul u esa 

- Imam OB 350.000 

- Khotib OB 250.000 

- Bilal OB 225.000 

- Oharim OB 200.000 

14.2 Pengurus ooasJm hecrunatan 

- lmam OB 550.000 

- Khotib OB 500.000 

- Bita1 OB 450.000 

- Gharim OB 425.000 

14,3 Risma dan Guru Ngaji 
- Gurn Ngaji TPA/TPQ/MDA OB 500.000 

- Da'l Muda Masjid OB 200.000 

14.4 engurus maSJh., ngung 

- K.etua OB 1.200.000 

- ~ekretans OB 1.000.000 



' 

NO JABATAN DAI.AM KEGIATAN SATUAN 
Standar Biaya 

KET 
' Tertinggl (Rp) 

1 ~ 3 4 s 
-.cenu~ 1ara OB 1.000.000 
- lmam Ur.a.ma OB 2 .500.000 
- Imam Rawatib OB 1.000.000 
· Bilal 1 OB 700.000 
· Bilal 2 OB 700.000 
· Petugas Keber.i han OB 750.000 
- Pctugas Kcamanan OB 1.200.000 
- Juru Masak Asrama Rumah Tahficl7.. OB 1.200.000 
• Guru Ngaj i Hafiz Quran Laki-laki OB 2 .500.000 
- Gu11J Ngaji Hafiz Quran Perempuan OB 2 .250.000 
- ?\ep<Ua .... srruna OB 2 .000.000 

14,S wengurus 1siam1c t;ent.er 
- Khotjb OB 800.000 
· Bilal OB 800.000 
- Pctugas Kebersihan OB 800.000 

15 B.adan Zakat Daerah 
- Pimpinan Baznas OB 3.000.000 
- Pimpinru.1 Pelaksana Baznas OB 1.500.000 
• SiaJ Baznas OB 800.000 

16 Pela.ya.nan Publik (E-Perizinan) 
Honoral'iu rn Non PNS I.alnnya 
• Tenaga Web Admin E·Perizinan OB 1.500.000 
- Operator E-Perizina.11 OB 1.000.000 

17 Implcmentasi £ -Planning 
Belanja Jasa Kantor Lainnya 
• J asa Hosting Situs 'l'ahun 28.778.000 
- Operator E-Perencanaan OB 1.000.000 


